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ABSTRAK 
Tesis ini membahas tentang penetapan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Melawi 
dalam kaitannya terhadap pengelolaan keuangan desa (studi di Kabupaten Melawi). 
Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum 
empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dampak dari keterlambatan penetapan APBD 
Kabupaten Melawi Tahun 2015 terhadap pengelolaan keuangan desa adalah 
terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, 
program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya 
pelaksanaan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan 
keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015, adalah: 
(a) Adanya keterlambatan dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD, 
sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Melawi oleh Penjabat 
Bupati Melawi; (b) DPRD Kabupaten Melawi tidak melaksanakan fungsi 
anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap 
KUA-PPAS dan RAPBD; (c) DPRD Kabupaten Melawi mengutamakan 
kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan 
RAPBD; (d) Adanya ketidakpercayaan dari DPRD Kabupaten Melawi terhadap 
Penjabat Bupati Melawi (eksekutif) dalam penyusunan APBD; (e) Kurangnya 
kompetensi dari anggota DPRD Kabupaten Melawi dalam melakukan pembahasan 
APBD; (f) Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan 
Pemerintah selalu mengalami berubah setiap tahunnya; dan (g) Alasan politik, yakni 
adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD Kabupaten Melawi 
dengan Penjabat Bupati Melawi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD Kabupaten Melawi dengan cara: 
(a) Peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 
penyusunan APBD melalui Bimtek maupun Workshop tentang penyusunan APBD. 
Dalam pelaksanaan bimtek tersebut perlu adanya penggabungan peserta dari 
TAPD, Kepala SKPD dan Anggota DPRD; (b) Membina hubungan harmonis antara 
eksekutif dan legislatif. Eksekutif (Bupati) dalam hal ini perlu melakukan kompromi-
kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih 
dalam proses pengalokasian anggaran. Namun itu semua tetap harus didasarkan 
pada kepentingan masyarakat; (c) Pemerintah pusat perlu membuat aturan yang 
lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila 
APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif; (d) 
Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu 
ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Konsistensi aturan dalam penyusunan APBD 
diharapkan akan memudahkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 
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APBD. Selain itu, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas 
sebaiknya dikeluarkan tepat waktu tidak melebihi proses penyusunan APBD; dan 
(e) Transparansi dalam proses penyusunan APBD, dimaknai terbukanya proses 
penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses 
penyusunan APBD sehingga diharapkan praktek-praktek tidak benar dalam 
pembahasan anggaran dapat diminimalisir. 
 
ABSTRACT 
This thesis discusses the determination and implementation of Melawi District 
Budget in relation to village financial management (study in Melawi District). 
Through the literature study using empirical legal approach method, it can be 
concluded that the impact of the delay in determining the APBD of Melawi Regency 
in 2015 on the management of village finance is the constrained implementation of 
village administration in village development, village development program, village 
empowerment program and disruption of public service implementation. The factors 
causing the delay in determining APBD of Melawi Regency for Budget Year 2015 
are: (a) There is a delay in drafting the KUA-PPAS and RAPBD, so that it is late 
submitted to Melawi Regency DPRD by the Regent of Melawi Regent; (b) Melawi 
District Legislative Council does not perform its budget functions properly, namely to 
discuss and approve KUA-PPAS and RAPBD; (c) Melawi District Parliament 
prioritizes its importance in the execution of its budget functions at the time of 
discussion of the RAPBD; (d) Distrust of the Melawi District Legislative against the 
Acting of the Melawi Regent (executive) in the preparation of the APBD; (e) Lack of 
competence of Melawi District Parliament members in discussing APBD; (f) 
Regulations on Guidelines for the Formulation of APBD issued by the Government 
are subject to change every year; And (g) Political reasons, namely the political 
contradiction between some members of the Melawi District Legislative and the 
Acting of the Melawi Regent. Efforts can be made to overcome the delay in 
determining the Melawi District Budget by: (a) Increasing the competence and 
capacity for the parties involved in the preparation of APBD through Bimtek and 
Workshop on APBD preparation. In the implementation of bimtek it is necessary to 
combine participants from TAPD, Head of SKPD and DPRD Members; (b) Fostering 
a harmonious relationship between the executive and the legislature. The Executive 
(Bupati) in this case needs to make political compromises with DPRD members, by 
providing more space in the process of allocating the budget. But it should still be 
based on the public interest; (c) The central government needs to make more strict 
rules on the parties involved in the drafting of the APBD if the APBD is fixed late, not 
only administrative sanctions; (d) Regulations on guidelines for the preparation of 
APBD issued annually need to be reviewed by the central government. The 
consistency of rules in the preparation of APBD is expected to make it easier for the 
parties involved in the preparation of APBD. In addition, the most pertinent 
government-funded regulations should be issued on time not exceeding the APBD 
process; And (e) Transparency in the APBD process, is meant to open the APBD 
process and access to the community to follow the APBD process so it is hoped that 
incorrect practices in budget discussions can be minimized 
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A. PENDAHULUAN 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem 
penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan desa 
terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.  
Pemerintah desa juga memiliki hak otonomi dalam mengelola 
keuangannya sendiri. Adanya hak otonomi desa dalam pengelolaan keuangan 
desa tersebut menjadi pedoman sebuah desa dapat mengelola keuangannya 
secara mandiri. Akan tetapi, pada kenyataannya masih sedikit desa yang 
menyadari keistimewaan dan memanfaatkan otonomi keuangan sebaik-
baiknya.1 
Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut dijelaskan di dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa 
adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  
Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, 
alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD 
kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 
ketiga. 
Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 
mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana 
tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang 
mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 
masyarakat dan kemasyarakatan. 
                                                          
 
1
Astri Furqani, Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance 
(Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep), 
Tesis, (Jatim: UPN, 2010), halaman 3.  
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Terkait dengan Keuangan Desa di mana salah satu sumber dana desa 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik Provinsi 
dan Kabupaten, maka hal ini tentu saja sangat  menarik untuk dikaji, mengingat 
penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) seringkali mengalami keterlambatan.  
Hal ini juga terjadi di Kabupaten Melawi, di mana penetapan APBD 
Kabupaten Melawi Tahun 2015 mengalami keterlambatan sampai dengan 
bulan November 2015 masih belum ditetapkan karena tidak ada kata sepakat 
antara Pemerintah Kabupaten Melawi (eksekutif) dengan DPRD Kabupaten 
Melawi (legislatif). Sebagai konsekuensi dari keterlambatan penetapan dan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka secara 
otomatis akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pengelolaan keuangan desa. 
Kabupaten Melawi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 
Kalimantan Barat yang memiliki 169 desa. Seluruh desa yang ada di wilayah 
Kabupaten Melawi sangat memerlukan bantuan keuangan guna menunjang 
dan memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. 
Bantuan keuangan yang merupakan dana dari APBD Kabupaten ini diharapkan 
dapat membantu keuangan pemerintah desa di samping mengandalkan 
pendapatan asli desa dari masing-masing desa.  
Pada tahun anggaran 2015 Kabupaten Melawi mengalokasikan Dana 
Desa sebesar Rp. 47.145.610.000,-, kemudian Alokasi Dana Desa sebesar 
Rp. 38.879.707.940,- dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
sebesar Rp. 1.120.292.060,-. Jadi jumlah keseluruhan dana yang disalurkan 
ke-169 desa di Kabupaten Melawi pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar 
Rp. 87.145.610.000,- yang digunakan oleh pemerintah desa untuk 
meningkatkan pelayanan, pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat 
desa. 
Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, khususnya dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 telah 
mengatur mekanisme penyaluran dana desa. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana dampak dari keterlambatan penetapan APBD Kabupaten 
Melawi Tahun 2015 terhadap pengelolaan keuangan desa tahun 2015 ?   
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan dalam penetapan 
APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015 ? 
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan 
penetapan APBD Kabupaten Melawi ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis dampak dari keterlambatan 
penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015 terhadap pengelolaan 
keuangan desa tahun 2015.   
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan 
keterlambatan dalam penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015. 
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi. 
 
D. KERANGKA TEORITIK 
Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Konsep Otonomi Daerah dan Otonomi Desa Konsep Pengelolaan 
Keuangan Daerah (APBD), serta Konsep Pengelolaan Keuangan Desa. 
1. Konsep Otonomi Daerah  
Dari konsep keilmuan, otonomi daerah selalu berkoherensi dengan 
sistem ajaran rumah tangga daerah. Terdapat 3 (tiga) sistem ajaran tentang 
rumah tangga daerah, yakni: Pertama, sistem ajaran rumah tangga material; 
Kedua, sistem ajaran rumah tangga formal; dan Ketiga, sistem ajaran rumah 
tangga riil.2 
                                                          
2
Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: 
Bina Aksara, 1984), halaman 96. 
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Sistem ajaran rumah tangga material (materieel hoishoudijgsbegrip) 
atau disebut juga pembatasan otonomi secara limitatif (zakelijke afbakening) 
menekankan agar pemberian kewenangan dan urusan kepada Daerah 
ditentukan dengan tegas, jelas dan limitatif dalam undang-undang tentang 
pembentukan daerah otonom yang bersangkutan. Sistem ini antara lain 
dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Kebaikan sistem ajaran rumah tangga material terletak pada adanya 
kepastian hukum mengenai besar kecilnya atau luas sempitnya urusan 
otonomi yang diserahkan kepada daerah. Kelemahannya, dalam praktek 
pengaturan memang cukup sukar merincikan secara limitatif kewenangan 
dan urusan-urusan Pemerintahan yang selayaknya diserahkan kepada 
Daerah. 
Sistem ajaran rumah tangga formal atau disebut juga dengan 
pembatasan otonomi menurut asas tertib tingkat (afbakening volgens het 
rangordebeginsel atau hierarchise taak afbakening), hanya menentukan 
secara umum tentang urusan Pemerintahan yang akan diserahkan kepada 
Daerah. Selain itu, membuka ruang insiatif kepada Daerah untuk menggali, 
mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri asal tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
dengan kepentingan umum. Sistem ini tampak dianut berdasarkan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana daerah berwenang dan 
berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Mengenai sistem ajaran rumah tangga riil (nyata), menghendaki agar 
penyerahan otonomi kepada Daerah didasarkan kepada kondisi riil bahwa 
suatu urusan memang layak menjadi urusan Daerah serta kemampuan 
nyata dari Pemerintah Daerah Otonom untuk melaksanakannya.3 
Amrah Muslimin berpendapat: “...pemberian wewenang kepada 
badan atau golongan di dalam masyarakat untuk mengurus rumah tangga 
                                                          
3
Kemampuan ini terkait dengan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya 
manusia, sarana, prasarana, dan potensi pendukung lainnya yang dimiliki oleh Daerah. 
Sistem Otonomi Riil, pernah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 
yang kemudian diperluas lagi menjadi Prinsip Otonomi yang Nyata dan Seluas-luasnya 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. 
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secara otonom,...disebut desentralisasi”.4 Berdasarkan pembatasannya itu, 
Amrah Muslimin membedakan desentralisasi ke dalam 3 (tiga) tipologi, 
yakni: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi 
kebudayaan.5  
Desentralisasi Teritorial adalah pemberian wewenang yang dijelmakan 
ke dalam badan-badan Pemerintah Daerah Otonom menurut lingkup 
teritorial (gebiedscorporaties). Sebaliknya desentralisasi fungsional 
merupakan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada badan-
badan Pemerintah Daerah Otonom atas dasar urgensi tujuannya 
(doelcorporaties). Umpamanya menyerahkan sebagian kewenangan di 
bidang kepegawaian yang diperbantukan kepada Daerah ataupun 
pemberian kewenangan-kewenangan tertentu lainnya yang dianggap lebih 
efisien jika diserahkan kepada Daerah. Sedangkan desentralisasi 
kebudayaan adalah memberikan hak kepada golongan-golongan 
masyarakat tertentu untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri 
seperti pendidikan agama, adat istiadat, atau nilai-nilai sosial budaya 
masyarakat di daerah yang bersifat khas. 
Irawan Soejito, juga membedakan desentralisasi atas 3 (tiga) tipologi, 
yaitu: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi 
administratif.6 Pengertian desentralisasi teritorial sama maknanya dengan 
konsep desentralisasi politik yang diketengahkan oleh Amrah Muslimin, 
begitupun dengan desentralisasi fungsional. Sedangkan desentralisasi 
administratif, pengertiannya diidentikkan dengan “dekonsentrasi” (ambtelijke 
decentralisatie), ialah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada 
perangkat-perangkatnya wilayahnya di Daerah.7  
Kemudian R. Tresna, membedakan desentralisasi ke dalam 2 (dua) 
tipologi pokok, yaitu: Pertama, ambtelijke decentralisatie yang disebut juga 
                                                          
4
Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978, (Bandung: 
Alumni, 1978), halaman 15. 
5
Ibid., halaman 16. 
6
Irawan Soejito, Op. Cit., halaman 29.  
7
Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi 
Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung, 1992, hal. 17-22. 
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dekonsentrasi. Kedua, staatkundige decentralisatie yang terbagi menjadi 
teritoriale decentralisatie dan functionale decentralisatie.8 
Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menormatifkan bahwa: “Desentralisasi adalah 
penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah 
Otonom berdasarkan asas otonomi”.  
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:  “Dekonsentrasi 
adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau 
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintah umum”. 
Selain asas desentralisasi dan dekonsentrasi, dinormatifkan pula asas 
tugas pembantuan (medebewind atau zelfbestuur). Tugas pembantuan ini 
konsepsi dasarnya diartikan sebagai “tugas untuk melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah” (de uitvoering van hogere regilingen).9 
Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:  “Tugas pembantuan 
adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk 
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah 
kabupaten/kota untuk melaksanakan  sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah provinsi”. 
 
2. Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) 
Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal terjadi perubahan 
dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 
daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
                                                          
8
R. Tresna, Bertamasya Ke Taman Ketatanegaraan, (Bandung: Dibya, tt), halaman 
31. Lihat pula Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas 
Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, halaman 21.  
9
Bagir Manan, Op.cit., halaman 259.  
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pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah.10  
Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan keuangan 
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat  dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu 
wujud pengelolaan keuangan daerah yang disusun dalam bentuk kuantitatif 
dalam satuan moneter untuk suatu periode (satu tahun). Pendapatan daerah 
adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu 
yang menjadi hak daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran 
daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.  
Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud 
dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, 
penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha 
kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini 
tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, pembukuan dan 
pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah 
maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi 
penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.11  
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Abdul Halim mengatakan bahwa:  
Membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari 
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh 
karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 
merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka 
selama 1 (satu) tahun anggaran.12 
 
                                                          
10
Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: UPP–AMP YKPN, 
2007), halaman 13.  
11
Tjahjanulin Domai, Reinventing Keuangan Daerah: Studi Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Jurnal Administrasi Negara Vol II No. 02 Maret 2002, halaman 6. 
 
12
Abdul Halim, Op. Cit., halaman 14.  
 
10 
 
Pada aspek pemerintahan setiap entitas pasti selalu berkaitan dengan 
Pemerintah Pusat tedapat Pemerintah Daerah. Pembentukan dan 
pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada 
pemerintahan pusat. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sama 
halnya dengan pengelolaan keuangan negara, yang terdiri atas 3 (tiga) 
tahapan, yaitu:  
a. Perencanaan APBD  
Input yang digunakan berupa hasil aspirasi masyarakat yang telah 
diajukan kepada DPRD selaku legislatif dan Pemerintah Daerah selaku 
eksekutif, yang kemudian aspirasi tersebut ditelaah lebih rinci dalam 
usulan kegiatan. Unit kerja yang diproses Standar Analisa Belanja, 
sehingga setiap kegiatan yang diajukan mencerminkan target kinerja 
karena telah diproses dengan wajar.  
b. Pelaksanaan APBD  
Input berupa output dari tahap perencanaan berupa APBD. APBD 
yang telah ditetapkan, kemudian dilaksanakan dengan sistem 
akuntansi yang telah disesuaikan untuk dokumentasi pencatatan 
laporan pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah selaku eksekutif.   
c. Pengendalian APBD  
Input berupa laporan keuangan APBD yang kemudian diproses 
dengan mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Daerah yang 
menghasilkan output berupa hasil keputusan evaluasi, penerimaan, 
dan penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala 
Daerah.13  
3. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa 
Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan 
Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban inilah yang 
kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan 
Keuangan Desa. Lebih lanjut lagi, pendapatan desa bersumber dari: 
a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa; 
b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
c) Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten/kota; 
d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima kabupaten/kota; 
e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
                                                          
13
Ibid., halaman 16-17.  
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f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 
g) Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas 
kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 
efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Mengenai pengelolaan 
keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa pengelolaan keuangan desa 
meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban. Implementasi dari keuangan desa tercermin dari 
APBDesa yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dasar penyusunan APBDesa 
adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang disusun berdasarkan 
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk 
jangka waktu 1 tahun. Sementara RPJM Desa disusun dalam jangka waktu 
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6 (enam) tahun melalui musyawarah. Rancangan APBDesa diajukan oleh 
Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Desa. 
Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap 
RAPB Desa yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persetujuan Bupati/Walikota terhadap 
RAPB Desa dalam rangka menilai ketepatan informasi yang diberikan 
Gubernur/Bupati/ Walikota terkait sumber pendapatan desa yang bersumber 
dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good 
governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa 
dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Transparansi (Transparancy)  
Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
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penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator 
seperti berikut:  
1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari 
semua proses pelayanan publik;  
2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di 
dalam sektor publik;  
3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran 
informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam 
kegiatan melayani.  
b) Akuntabel (Accountable)  
Akuntabel (accountable) yaitu perwujudan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa 
setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c) Partisipatif  
Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.  
d) Tertib dan Disiplin Anggaran 
Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 
mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.  
 
E. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 
hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata 
serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan 
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masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan 
sebagai penelitian hukum sosiologis. 
2. Sumber Data 
a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup: 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 
mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti14: 
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III dan IV. 
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. 
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
- Peraturan Dearah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Alokasi Dana Desa. 
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana 
                                                          
14
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2003), halaman 116-117.  
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Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Melawi Tahun 
Anggaran 2015. 
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015. 
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Melawi Tahun 
Anggaran 2016. 
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten 
Melawi Tahun Anggaran 2016. 
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Kepada Camat. 
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: 
a. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah, 
pengelolaan keuangan daerah, otonomi desa dan pengelolaan 
keuangan desa. 
b. Makalah-makalah dan hasil penelitian tentang otonomi daerah, 
pengelolaan keuangan daerah, otonomi desa dan pengelolaan 
keuangan desa. 
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 
dan ensiklopedi. 
b. Penelitian Lapangan 
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Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang 
berkaitan dengan penelitian penetapan dan pelaksanaan APBD 
Kabupaten Melawi dalam kaitannya terhadap pengelolaan keuangan 
desa. 
3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 
Metode sampel (sampling) yang digunakan adalah purposive 
sampling,15 yaitu penarikan sampel bertujuan karena sampel yang 
diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. 
Berdasarkan metode sampel tersebut, maka penulis menentukan 
sampel sebagai berikut: 
a. Bupati Melawi; 
b. Ketua DPRD Kabupaten Melawi; 
c. Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Melawi; 
d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Melawi; 
e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan 
Bangsa dan Politik (BPMPD) Kabupaten Melawi; 
f. Kepala Inspektorat Kabupaten Melawi; 
g. Camat Pinoh Selatan; 
h. Pendamping Desa/Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
i. 12 (dua belas) desa di Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi.  
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan 
melalui wawancara dan observasi kepada informan yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan 
(library research) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau 
catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
5. Pengolahan Data 
                                                          
15
Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang 
representatif dari sebuah populasi. Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan 
dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini 
biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya,sehingga tidak dapat 
mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. (Ronny Hanitijo Soemitro, 
Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, halaman 51). 
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a. Data yang dikutip (diinventarisasi) dari bahan-bahan hukum primer, dan 
sekunder berupa konsep, asas, teori dan norma hukum akan 
diaplikasikan secara proporsional ke dalam bab-bab pembahasan tesis 
yang relevan. 
b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah sesuai 
penggolongannya dan dituangkan pada bab analisis hasil penelitian. 
6. Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari 
studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam 
suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai 
penetapan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Melawi dalam kaitannya 
terhadap pengelolaan keuangan desa, dan data yang terkumpul dalam 
penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif. 
F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Dampak Dari Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten 
Melawi Tahun 2015 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 
Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud 
penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan 
daerah melalui penyusunan anggaran. APBD setiap tahunnya disusun oleh 
pemerintah daerah dan untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah 
pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun 
APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun 
APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Adanya 
aturan yang berisikan jadwal tersebut belumlah mampu untuk mengatasi 
fenomena yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia. 
Fenomena tersebut turut menjadi perhatian karena fenomena ini terjadi di 
sebagian besar wilayah Indonesia. Fenomena tersebut adalah terjadinya 
keterlambatan dalam penyusunan APBD. Keterlambatan dalam penyusunan 
APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa 
reformasi banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dalam menyusun 
APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut 
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merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah 
daerah bersama DPRD sebelum atau pada saat tanggal 31 Desember. 
Mekanisme penyusunan APBD dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 
tahap perencanaan dan tahap penganggaran. Pada tahapan perencanaan, 
tujuannya adalah menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) yang berisi daftar program dan kegiatan dapat dilakukan 
oleh pemerintah di tahun depan. Sedangkan jumlah pendanaan yang 
dibutuhkan untuk program dan kegiatan tersebut diputuskan pada tahap 
penganggaran dengan tujuan menghasilkan dokumen APBD. 
1) Tahap Perencanaan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa 
penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum 
tahun anggaran. Namun demikian, dalam proses penyusunannya masih 
terdapat masalah, dimana tingkat kehadiran yang rendah di Musrenbang 
untuk menyusun RKPD dari anggota DPRD sebagai salah satu 
pemangku kepentingan menyebabkan aspirasi anggota DPRD belum 
terwadahi dalam RKPD. Hal ini tentu saja akan berdampak ditahap 
penganggaran. Dampak tersebut adalah adanya penambahan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk menampung 
aspirasinya dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas 
dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun pembahasan 
Rancangan APBD (RAPBD) yang pada akhirnya secara tidak langsung 
akan menyita waktu dalam pembahasan. 
 Selain itu, kurangnya pemahaman dari anggota DPRD atas 
pentingnya RKPD sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah 
selama setahun serta menjadi acuan dalam menyusun KUA-PPAS 
maupun RAPBD menjadi persoalan tersendiri pada tahap perencanaan. 
Hal ini dikarenakan anggota DPRD menganggap bahwa 
Musrenbang hanyalah proses normatif dan menjadi kewenangan 
eksekutif (karena hanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati) serta tidak 
ada jaminan bahwa aspirasi yang diusulkan dalam Musrenbang akan 
muncul dalam rancangan KUA-PPAS yang diusulkan eksekutif. 
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2) Tahap Penganggaran 
Pada tahap penganggaran, secara proses terdiri dari proses 
penyusunan KUA-PPAS, proses penyusunan RAPBD, dan proses 
penetapan APBD. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan 
penandatanganan nota kesepakatan atas rancangan KUA-PPAS antara 
kepala daerah dengan DPRD dilakukan paling lambat akhir bulan Juli. 
Namun yang terjadi adalah penandatanganan nota kesepakatan tersebut 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Permasalahan yang menjadi sebab keterlambatan dalam 
penandatanganan nota kesepakatan tersebut sudah terjadi sejak proses 
penyusunan rancangan KUA-PPAS di eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat 
dari penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada DPRD yang sering 
terlambat. 
 Saratnya kepentingan dari pihak eksekutif dalam menyusun 
rancangan KUA-PPAS menjadikan penyampaian ke DPRD mengalami 
keterlambatan. Hal ini menjadi bukti kurangnya komitmen eksekutif dalam 
mentaati jadwal penyusunan APBD. Selain itu adanya peraturan tentang 
pedoman penyusunan APBD yang berubah dan terbit setiap tahun serta 
peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan yang terlambat 
diterbitkan dan berubah-ubah baik alokasi maupun peruntukkannya 
merupakan kendala tersendiri bagi eksekutif dalam mengalokasikan 
anggaran sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. 
Setelah rancangan KUA-PPAS selesai disusun eksekutif, 
selanjutnya disampaikan ke DPRD. Pada saat proses pembahasan 
rancangan KUA-PPAS di rapat Banggar DPRD ini sering mengalami 
kendala molornya waktu pembahasan akibat menunggu quorum dari 
anggota Banggar DPRD. Kurangnya komitmen kehadiran legislatif dalam 
pembahasan rancangan KUA-PPAS menjadi penyebabnya. 
Selain itu ketidakjelasan hubungan antara program kegiatan dalam 
PPAS dalam mendukung kebijakan anggaran di KUA menjadikan 
pembahasan yang memakan waktu. Hal tersebut diakibatkan rancangan 
KUA-PPAS yang disusun eksekutif tidak terhubung secara substansi. 
Setelah rancangan KUA-PPAS disepakati menjadi KUA-PPAS, 
selanjutnya dilakukan penyusunan RAPBD, dimana menurut Permendagri 
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Nomor 13 Tahun 2006, RAPBD disampaikan ke DPRD paling lambat 
minggu pertama bulan Oktober. 
Proses penyusunan RAPBD diawali dengan dikeluarkannya surat 
edaran bupati tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Pada penyusunan RKA-SKPD 
pada Pemerintah Kabupaten/Kota masih banyak yang belum 
menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB), hal ini menyebabkan 
kewajaran belanja pada program kegiatan hanya didasarkan persepsi 
penyusun maupun verifikator. 
Masalah-masalah di internal SKPD juga semakin memperlambat 
dalam penyusunan RKA-SKPD yaitu koordinasi yang tidak baik di internal 
SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD, kesulitan dari SKPD dalam 
menyusun anggaran berbasis prestasi kerja yang dituangkan dalam RKA-
SKPD dan kurangnya pemahaman dari SKPD terhadap peraturan tentang 
penyusunan anggaran. 
Peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan yang 
terlambat diterbitkan dan berubah-ubah baik alokasi maupun 
peruntukkannya juga menjadi masalah dalam penyusunan RKA-SKPD, 
tidak hanya dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS. Seringnya 
peraturan-peraturan tersebut terlambat terbit membuat kesulitan tersendiri 
bagi SKPD dalam proses menyusun RKA-SKPD. 
Keterlambatan penyampaian RAPBD kepada DPRD sebagian 
besar akibat keterlambatan dalam penandatanganan nota kesepakatan 
KUA-PPAS, namun saratnya kepentingan eksekutif dalam penyusunan 
RAPBD juga menjadi penyebab yang pada akhirnya dibutuhkan waktu 
yang lama dalam penyusunannya. 
RAPBD yang telah disusun selajutnya disampaikan ke DPRD untuk 
dilakukan pembahasan. Proses pembahasan di DPRD melalui rapat 
Badan Anggaran serta Komisi. Pada rapat Komisi, pembahasan semua 
program kegiatan menggunakan RKA-SKPD. Pembahasan dilakukan per 
digit belanja kegiatan. Hal tersebut tentu saja memakan waktu dalam 
pembahasan meskipun hal tersebut baik untuk melihat detail anggaran. 
Proses pembahasan, baik eksekutif maupun legislatif melakukan 
penambahan maupun pengurangan terhadap program kegiatan yang 
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tercantum dalam RAPBD, bahkan seringkali menambah program 
kegiatan yang tidak tercantum dalam KUA-PPAS. Hal ini tentu saja 
bertentangan apa yang telah diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 
yang menyebutkan bahwa pembahasan RAPBD ditekankan pada 
kesesuaian dengan KUA-PPAS yang telah disepakati. Kurangnya 
pemahaman baik legislatif maupun eksekutif terhadap peraturan tentang 
penyusunan APBD menjadi penyebab hal tersebut bisa terjadi. 
Salah satu fungsi yang dimiliki DPRD adalah fungsi anggaran yaitu 
fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap anggaran 
yang diusulkan eksekutif. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, 
DPRD (legislatif) lebih banyak mementingkan kepentingannya yang 
ditunjukkan dalam melakukan penambahan program kegiatan maupun 
alokasi anggarannya yang seringkali tidak sesuai dengan prioritas dan 
rencana kerja SKPD. Namun penambahan dan pengurangan tersebut 
dilakukan pula oleh eksekutif, khususnya oleh SKPD, dimana SKPD 
sering mengajukan usulan penambahan dan pengurangan pada proses 
pembahasan tanpa persetujuan dari TAPD. 
Kurangnya komitmen kehadiran legislatif tidak hanya terjadi pada 
proses pembahasan rancangan KUA-PPAS, pada proses pembahasan 
RAPBD pun hal tersebut terjadi, yang berakibat pada mundurnya dan 
tertundanya rapat pembahasan tersebut. Bahkan pada saat rapat 
paripurna untuk penandatanganan persetujuan atas RAPBD juga terjadi. 
Pembahasan RAPBD juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan 
yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Hubungan yang terjadi dalam 
pembahasan RAPBD kurang harmonis, dimana koordinasi, kerjasama 
dan komunikasi di antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan baik, 
sehingga proses pembahasan menjadi terganggu. 
Selain hal tersebut, kapasitas dan kompetensi dari anggota DPRD 
dalam pembahasan juga berpengaruh terhadap kecepatan dalam 
pembahasan maupun kualitas dari hasil pembahasan APBD.  
Setelah ditandatanganinya persetujuan bersama atas RAPBD, 
selanjutnya RAPBD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. 
Berdasarkan evaluasi tersebut, TAPD dan Badan Anggaran DPRD 
melakukan penyempurnaan. Adanya evaluasi Gubernur atas RAPBD 
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yang terlambat dalam penyusunan APBDnya, menjadikan semakin 
terlambat dalam penetapannya. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar 
pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dan 
ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan dilaksanakan. Batas waktu penetapan APBD tersebut 
seharusnya menjadi acuan bagi daerah dalam proses penyusunan APBD. 
Namun yang terjadi adalah masih banyaknya kabupaten/kota yang 
menetapkan APBD-nya melampaui dari batas waktu yang telah ditetapkan. 
Hal ini juga terjadi di Kabupaten Melawi, di mana penetapan APBD 
Kabupaten Melawi Tahun 2015 mengalami keterlambatan sampai dengan 
bulan November 2015 masih belum ditetapkan karena tidak ada kata 
sepakat antara Pemerintah Kabupaten Melawi (eksekutif) dengan DPRD 
Kabupaten Melawi (legislatif).  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di DPRD Kabupaten 
Melawi, bahwa proses APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 
meliputi: 
1. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten 
Melawi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2015. 
2. Rapat Pembahasan tentang KUA dan PPAS RAPBD Kabupaten Melawi 
Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015. 
3. Penyampaian Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi 
Atas Pembahasan Terhadap Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 
Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada tanggal 26 
Mei 2015. 
4. Pengambilan Keputusan Persetujuan DPRD Kabupaten Melawi dan 
penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
RAPBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 antara DPRD 
Kabupaten Melawi dengan Penjabat Bupati Melawi dilaksanakan pada 
tanggal 26 Mei 2015. 
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5. Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada 
tanggal 27 Mei 2015. 
6. Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 
dilaksanakan pada tanggal 27-28 Mei 2015.  
7. Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten 
Melawi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi dilaksanakan pada 
tanggal 29 Mei 2015. 
8. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten 
Melawi Terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Melawi Tahun 
Anggaran 2015 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2015. 
9. Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-
Fraksi DPRD Kabupaten Melawi Terhadap Peraturan Daerah tentang 
APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada 
tanggal 2 Juni 2015. 
10. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Melawi 
Terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Melawi Tahun 
Anggaran 2015 serta Penandatanganan Berita Acara Persetujuan 
Bersama Antara Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi bersama Penjabat 
Bupati Melawi tentang APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 
dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2015 
Melihat proses APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 dan 
jadwal pelaksanaannya, maka sangat jelas bahwa proses APBD Kabupaten 
Melawi Tahun Anggaran 2015 tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya proses 
APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sebelum 
tahun 2015, sehingga seluruh program kegiatan di Tahun Anggaran 2015 
dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Begitu pula dengan program kegiatan yang direncanakan pada tingkat 
pemerintahan desa bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan dan tidak akan mengalami keterlambatan dalam membuat 
Laporan Pengelolaan Keuangan Desa. 
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APBD seharusnya menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten 
Melawi, mengingat APBD yang terlambat ditetapkan akan mempengaruhi 
pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD, termasuk 
program dan kegiatan pada pemerintahan desa karena pemerintah desa 
sangat membutuhkan bantuan keuangan yang berasal dari APBD ini.  
Selain itu, akibat terlambatnya penetapan APBD Kabupaten Melawi, 
tentu saja menimbulkan dampak terhadap pengelolaan keuangan desa di 
seluruh Kabupaten Melawi. Hal ini bisa diketahui dari hasil wawancara 
dengan 12 (dua belas) Kepala Desa di seluruh Kecamatan Pinoh Selatan 
yang dijadikan responden dalam penelitian ini, di mana dampak dari 
keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015 terhadap 
pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan 
pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan 
desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan 
pelayanan publik. 
Selain dampak-dampak yang disebutkan di atas, masih ada dampak 
lain yaitu program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa akan 
dilaksanakan secara tergesa-gesa dan terkesan seadanya, karena waktu 
pelaksanaan menjadi lebih singkat. Hal ini tentu akan mempengaruhi 
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut. 
Di samping itu, hal ini juga berpengaruh terhadap ketentuan 
mekanisme penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami 
perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
Dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan 
penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015 terhadap pengelolaan 
keuangan desa, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh desa yang berada 
di Kabupaten Melawi tidak dapat melaksanakan program kegiatan yang telah 
direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, begitu pula dalam 
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hal memberikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa akan 
terkesan asal-asalan dan tidak sesuai dengan realita di lapangan. 
 
2. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Dalam 
Penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015 
Keterlambatan APBD memiliki penyebab dan akibat yang berdampak 
pada terlambatnya proses pembangunan di daerah. Permasalahan timbul 
ketika keterlambatan penetapan APBD menyebabkan program-program 
pembangunan yang seharusnya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat 
menjadi tertunda. Masalah lain yang dirasakan juga oleh masyarakat adalah 
berkurangnya jatah pembangunan yang seharusnya diterima. Hal ini terkait 
dengan adanya sanksi pemotongan DAU atau tertundanya pencairan karena 
daerah terlambat menyerahkan APBD-nya. 
Permasalahan lainnya adalah ketika keterlambatan APBD menjadi 
suatu masalah yang terus menerus terjadi tiap tahunnya. Jika dilihat dari 
fenomena ini, perlu dilihat permasalahan dari internal dimana dalam 
Pemerintah Daerah setiap tahunnya selalu diadakan restrukturisasi pegawai. 
Hal ini menjadi permasalahan internal yang menyebabkan kurangnya tenaga 
yang fokus dalam penyusunan APBD ini. 
Masalah keterlambatan APBD tidak bisa dilihat penyebabnya oleh 
masalah-masalah teknis belaka ataupun ketiadaan kemauan politis semata-
mata. Terdapat masalah-masalah yang harus ditangani secara lebih 
komprehensif. Secara sistem dan kelembagaan, keterlambatan APBD dapat 
dilihat dalam beberapa perspektif, mulai dari proses perencanaan, struktur 
politik, hubungan eksekutiflegislatif, dan bahkan kondisi 
kemasyarakatanyang unik di tiap-tiap daerah. 
Tahapan perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah 
meliputi proses yang panjang mulai dari Musyawarah Pembangunan di 
tingkat desa dari bulan Januari, penetapan Rencana Kerja Tahunan pada 
bulan Mei, penyusunan usulan anggaran di bulan Agustus, sampai dengan 
penetapan APBD sendiri di bulan Desember. Proses yang panjang tersebut 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu: tahap perencanaan dan tahap 
penganggaran. 
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Dari tahapan-tahapan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor 
yang menjadi penyebab keterlambatan APBD secara umum, yaitu sebagai 
berikut: 
Pertama, Kegagalan sistem perencanaan dalam mengakomodasi 
transaksi politik. Proses musyawarah pembangunan, baik di tingkat desa, 
kecamatan maupun kabupaten/kota seharusnya diikuti oleh berbagai unsur 
masyarakat. Pada proses yang berujung pada dokumen Rencana kerja 
Pemerintah tersebut sebagian besar aspirasi masyarakat termasuk pokok-
pokok pikiran DPRD seharusnya telah tersalurkan. Dengan demikian, daftar 
kegiatan dalam rencana kerja merupakan kesepakatan seluruh pemangku 
kepentingan. 
Namun, proses tersebut umumnya hanya sekedar menjadi ritual formal 
belaka karena sebagian besar kita belum tertarik unuk membahas rencana 
kegiatan yang logis, tetapi lebih tertarik membahas besaran uang pada saat 
pembahasan anggaran. Akibatnya, perencanaan kegiatan yang seharusnya 
telah menjadi kesepakatan pada bulan Mei justru tidak mendapatkan 
perhatian serius. Akhirnya rencana kegiatan dibahas ulang pada tahap 
penganggaran dan menjadi obyek transaksi yang mengalami tarik ulur dan 
kadangkala berlarut-larut sehingga menyebabkan keterlambatan APBD. 
Kedua, Kegagalan pemerintah dalam meletakkan kerangka peraturan 
perundangan yang komprehensif dan secara sinergis mendorong proses 
perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan efisien. 
Beberapa peraturan perundangan, baik berupa Peraturan Pemerintah 
maupun Peraturan Menteri cenderung tidak saling melengkapi (untuk tidak 
mengatakan saling bertabrakan) dan kadangkalamembingungkan. 
Akibatnya, Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan APBD lebih 
banyak membuang waktu dalam kebingungan pada hal-hal yang sebenarnya 
tidak terlalu substansi. Hal-hal tersebut diperparah oleh kapasitas SDM di 
Pemerintah Daerah yang secara umum mengalami kesulitan dalam 
menerjemahkan substansi-substansi yang dikehendaki pemerintah pada 
level teknis. 
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis 
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan 
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penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai 
berikut: 
1) Adanya keterlambatan dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan 
RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD Kabupaten 
Melawi oleh Penjabat Bupati Melawi. 
Dalam kenyataannya, terjadinya keterlambatan dalam penyusunan 
Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Melawi dikarenakan 
Penjabat Bupati Melawi (eksekutif) bersifat ego sektoral dan 
mendahulukan kepentingannya dalam menyusun Rancangan KUA-
PPAS ditambah lagi dengan rendahnya komitmen Penjabat Bupati 
Melawi (eksekutif) dalam mentaati jadwal penyusunan APBD sehingga 
penyampaian Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD kepada DPRD 
Kabupaten Melawi. 
Di samping itu, ketidakmampuan Penjabat Bupati Melawi 
(eksekutif) dalam menyusun arah kebijakan anggaran dalam KUA yang 
menyebabkan KUA dan PPAS tidak sinkron secara substansi. Selain itu, 
adanya penambahan dan pengurangan kegiatan maupun alokasi 
anggaran oleh Penjabat Bupati Melawi (eksekutif) pada saat 
pembahasan RAPBD, sehingga memakan waktu yang lama. 
2) DPRD Kabupaten Melawi tidak melaksanakan fungsi anggarannya 
dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap 
KUA-PPAS dan RAPBD. Padahal persetujuan ini menjadi kunci dapat 
tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke tahap berikutnya. 
3) DPRD Kabupaten Melawi mengutamakan kepentingannya dalam 
pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. 
4) Adanya ketidakpercayaan dari DPRD Kabupaten Melawi  terhadap 
Penjabat Bupati Melawi (eksekutif) dalam penyusunan APBD. 
5) Kurangnya kompetensi dari anggota DPRD Kabupaten Melawi  dalam 
melakukan pembahasan APBD mengingat masih banyak anggota 
DPRD Kabupaten Melawi yang memiliki pendidikan hanya lulusan SMA. 
6) Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan 
Pemerintah selalu mengalami berubah setiap tahunnya. 
7) Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian 
anggota DPRD Kabupaten Melawi dengan Penjabat Bupati Melawi. 
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Sebenarnya hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan proses 
penyusunan APBD, namun dipaksakan untuk menjadi penghambat 
dalam penetapan APBD. 
 
3. Analisis Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Keterlambatan 
Penetapan APBD Kabupaten Melawi 
Keterlambatan dalam penetapan dan pelaksanaan APBD yang terjadi 
dapat menyebabkan manfaat dari program-program pembangunan 
dirasakan terlambat oleh masyarakat daerah. Kondisi ini memiliki efek 
domino lainnya yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena 
keterlambatan APBD mendapat sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum 
(DAU) atau penundaan pencairan dana perimbangan oleh Pemerintah 
Pusat, maka masyarakat akan merasakan berkurangnya jatah 
pembangunan yang seharusnya diterima. Penundaan pencairan juga akan 
menyebabkan ketergesaan dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai 
oleh anggaran. Terjadinya penundaan pencairan mengakibatkan 
pelaksanaan kegiatan tersebut tidak maksimal karena rendahnya kualitas 
pembangunan dan perawatan infrastruktur. 
Dana anggaran yang telah tertuang dalam APBD seharusnya 
diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, proses pembangunan 
yang diawali dari penetapan APBD harus diselesaikan tepat waktu. Dari sini 
barulah kinerja aparatur pemerintah bisa dinilai dan masyarakat dapat 
menikmati program pembangunan daerah. 
Dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan 
penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015, maka 
diperlukan upaya agar tidak terjadi keterlambatan penetapan APBD untuk 
tahun-tahun berikutnya. 
Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
keterlambatan dalam penetapan APBD Kabupaten Melawi adalah dengan 
cara:   
1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat 
dalam penyusunan APBD melalui Bimtek maupun Workshop tentang 
penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan bimtek tersebut perlu adanya 
penggabungan peserta dari TAPD, Kepala SKPD dan Anggota DPRD, 
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hal ini dimaksudkan agar nantinya ada kesepahaman dalam mekanisme 
penyusunan APBD. 
2. Membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif 
(Bupati) dalam hal ini perlu melakukan kompromi-kompromi politik 
dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam 
proses pengalokasian anggaran sehingga aspirasi dan kepentingan dari 
anggota DPRD dapat terwadahi dalam APBD. Namun itu semua tetap 
harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. 
3. Pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap 
pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD 
ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. 
4. Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap 
tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Konsistensi aturan 
dalam penyusunan APBD diharapkan akan memudahkan bagi pihak-
pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Selain itu, peraturan-
peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas sebaiknya 
dikeluarkan tepat waktu tidak melebihi proses penyusunan APBD. 
5. Transparansi dalam proses penyusunan APBD, dimaknai terbukanya 
proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk 
mengikuti proses penyusunan APBD sehingga diharapkan praktek-
praktek tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir 
serta dapat memacu pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD 
untuk menghasilkan APBD yang berkualitas dan sesuai dengan harapan 
masyarakat. 
 
G. PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Dampak dari keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 
2015 terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya 
penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, 
program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan 
terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. 
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b. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD 
Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015, adalah: 
1) Adanya keterlambatan dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS 
dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD 
Kabupaten Melawi oleh Penjabat Bupati Melawi. 
2) DPRD Kabupaten Melawi tidak melaksanakan fungsi anggarannya 
dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan 
terhadap KUA-PPAS dan RAPBD. Padahal persetujuan ini menjadi 
kunci dapat tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke 
tahap berikutnya. 
3) DPRD Kabupaten Melawi mengutamakan kepentingannya dalam 
pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. 
4) Adanya ketidakpercayaan dari DPRD Kabupaten Melawi  terhadap 
Penjabat Bupati Melawi (eksekutif) dalam penyusunan APBD. 
5) Kurangnya kompetensi dari anggota DPRD Kabupaten Melawi  
dalam melakukan pembahasan APBD mengingat masih banyak 
anggota DPRD Kabupaten Melawi yang memiliki pendidikan hanya 
lulusan SMA. 
6) Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan 
Pemerintah selalu mengalami berubah setiap tahunnya. 
7) Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian 
anggota DPRD Kabupaten Melawi dengan Penjabat Bupati Melawi. 
Sebenarnya hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan proses 
penyusunan APBD, namun dipaksakan untuk menjadi penghambat 
dalam penetapan APBD. 
c. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan 
dalam penetapan APBD Kabupaten Melawi dengan cara: 
1) Peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat 
dalam penyusunan APBD melalui Bimtek maupun Workshop tentang 
penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan bimtek tersebut perlu 
adanya penggabungan peserta dari TAPD, Kepala SKPD dan 
Anggota DPRD, hal ini dimaksudkan agar nantinya ada 
kesepahaman dalam mekanisme penyusunan APBD. 
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2) Membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. 
Eksekutif (Bupati) dalam hal ini perlu melakukan kompromi-kompromi 
politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih 
dalam proses pengalokasian anggaran sehingga aspirasi dan 
kepentingan dari anggota DPRD dapat terwadahi dalam APBD. 
Namun itu semua tetap harus didasarkan pada kepentingan 
masyarakat. 
3) Pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap 
pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD 
ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. 
4) Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan 
setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Konsistensi 
aturan dalam penyusunan APBD diharapkan akan memudahkan bagi 
pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Selain itu, 
peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas 
sebaiknya dikeluarkan tepat waktu tidak melebihi proses penyusunan 
APBD. 
5) Transparansi dalam proses penyusunan APBD, dimaknai terbukanya 
proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk 
mengikuti proses penyusunan APBD sehingga diharapkan praktek-
praktek tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir 
serta dapat memacu pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 
APBD untuk menghasilkan APBD yang berkualitas dan sesuai 
dengan harapan masyarakat. 
 
2. S a r a n  
Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan 
beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan rujukan rekomendasi sebagai 
berikut: 
a. Pada tahapan penyusunan APBD selanjutnya membina hubungan yang 
harmonis dan bersinergi antara Bupati Melawi (eksekutif) maupun DPRD 
Kabupaten Melawi (legislatif) perlu dilakukan secara mendalam dan 
menyeluruh. Kedua belah pihak tersebut harus memahami tujuan dari 
penyusunan APBD bagi pelaksanaan pemerintahan dan setiap unsur 
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yang terlibat haruslah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik 
dalam penyusunan APBD.  
b. Kompetensi dan keahlian SDM harus menjadi perhatian utama bagi 
pemeritah daerah dalam penyusunan APBD dan dalam kegiatan lainnya. 
Penempatan pegawai hendaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa 
pihak yang bertugas tersebut memiliki keahlian dan kompetensi terkait 
dengan tugas dan kegiatan yang harus dilakukan tersebut dengan tujuan 
pelaksanaan yang efektif dan efisien.  
c. Selain berdasarkan pada pendidikan formal yang sesuai dengan tugas 
dan kegiatan yang dilakukan, saran lainnya adalah perlunya peran 
pendidikan informal ditingkatkan lagi sehubungan dengan pelaksanaan 
penganggaran daerah. Salah satu bentuk peningkatan peran pendidikan 
informal adalah pemerintah daerah dapat secara mandiri 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan 
penganggaran keuangan daerah. Adanya hal tersebut dapat menambah 
kompetensi dan keahlian pihak yang telah berlatar pendidikan terkait 
penganggaran keuangan daerah serta memberikan tambahan ilmu baru 
bagi pihak yang belum berkompeten dalam hal tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LITERATUR : 
Arif, Muhammad, 2007, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan 
Kekayaan Desa, Pekanbaru: Red Post Press. 
 
Bastian, Indra, 2001, Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah, 
Yogyakarta: BPFE. 
 
Devas, Nick, dkk, 1987, Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: 
Universitas Indonesia Press (UI-Press). 
 
Halim, Abdul, 2007, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP–AMP YKPN. 
 
------------, 2002, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP–
AMP YKPN. 
 
Halim, Hamzah, 2009, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah 
(Suatu Kajian Teoritis & Praktis), (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis 
Manuju Artikulasi Empiris), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
 
Huda, Ni’matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Malang: Setara Press. 
  
Insani, Istyadi, 2004, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah 
Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Lektor Sekolah Tinggi Ilmu Administasi 
Negara Jakarta dan Peneliti pada Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara 
LAN Jakarta. 
 
Juliantara, Dadang, 2003, Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah, 
Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. 
 
Kuswata, Agus Toha, 1995, Manajemen Pembangunan Desa Pedoman Program 
Terpadu, Yogyakarta: Grafindo Utama. 
 
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Offset. 
 
------------, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi 
Offset. 
 
Ndraha, Taliziduhu, 2002, Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan 
Desa, Jakarta: Yayasan Karya Dharma. 
 
Nurcholis, Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  
Jakarta: Erlangga. 
 
Paton, Adri, 2005, Pemimpin Informal, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah, 
Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional. 
 
 
34 
 
Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung: 
Angkasa. 
 
Saragih, Juli Panglima, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam 
Otonomi, Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 
Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 
Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas 
Indonesia Press (UI-Press).  
 
------------, dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2015, Pengelolaan Keuangan Desa 
(APBDesa), Edisi Revisi, Bandung: Focusmedia. 
 
------------, 2010, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan 
Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bandung: 
Fokusmedia. 
 
Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada.  
 
Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: 
Refika Aditama.  
 
Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan 
Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Citra Utama. 
 
Wahjudin, Sumpeno, 2011, Perencanaan Desa Terpadu, Banda Aceh: 
Reinforcement Action and Development.  
 
Wasistiono, Sadu, 2002, Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Dalam Rangka Otonomi Asli Desa, Jakarta: Departemen Dalam Negeri.  
 
------------, dan Irwan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Bandung: Fokus 
Media.  
 
Wisakti, Daru, 2008, Implementasi Kebijakan Alokasi dana Desa di Wilayah 
Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Tesis, Semarang: Universitas 
Diponegoro.  
 
Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, Jakarta: Elsam dan Huma. 
 
Widjaja, H.A.W., 2003, Otonomi Desa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
 
------------, 2003, Pemerintahan Desa/Marga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
 
35 
 
Yuliati, 2001, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi 
Daerah, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP YKPN. 
 
 
ARTIKEL / TESIS / JURNAL : 
 
Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik, Vol. I, No. 6.  
 
Domai, Tjahjanulin, 2002, Reinventing Keuangan Daerah: Studi Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Administrasi Negara Vol II No. 02 
Maret. 
 
Furqani, Astri, 2010,  Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good 
Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan 
Kalianget Kabupaten Sumenep), Tesis, Jatim: UPN.  
 
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
 
Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana 
Desa. 
 
36 
 
Peraturan Bupati Melawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015. 
 
Peraturan Bupati Melawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Melawi Tahun 
Anggaran 2015. 
 
Peraturan Bupati Melawi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
 
Peraturan Bupati Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016. 
 
Peraturan Bupati Melawi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Melawi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 
2016. 
Peraturan Bupati Melawi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat. 
 
Peraturan Bupati Melawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
